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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas analisis putusan Arbitrase Tribunal terkait ti tur-fitur mariti m 
di Laut China Selatan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah meskipun 
materi gugatan Filipina ke Arbitrase Tribunal tidak menyangkut kepemilikan atas fitur 
maritim dan delimitasi maritim, namun China tetap menolak untuk berparti ipasi dalam 
penyelesaian sengketa yang diajukan secara sepihak ·oleh Filipina. Selain merupakan 
suatu pene1itian hukum normatif, dalam melakukan penelitian untuk skripsi in1, penu1is 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan kasus 
(cases approach) , dan pendekatan historis (historical approach) . Data ang 
dikumpulkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Teknik pengumpulan data adalah _melalui stuqli literatur, oan dianalis'i ecara 
deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara dedukti£: · 

Temuan yang didapat dalam analisis skripsi ini adalah berdasarkan hasil putusan 
Tribunal tidak ada satupun fitur maritim yang termasuk dalam materi gugatan berstatus 
sebagai pulau dan berhak atas zona maritim berupa zona ekonomi eksk1usif, selain itu 
implikasi putusan Tribunal terhadap Indonesia ialah putusan terkait fitur-fitur maritim 
tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian perundingan batas maritim 
atau pengaturan sementara dengan negara tetangga. 

Kata Kunci : Arbitrase Tribunal, Fitur-Fitur Maritim, Laut China Selatan, Kon ens1 
Hukum Laut 1982 

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu, 

awadi S.H. M.H 
.195610181984031001 

Dr. H. Achmad Romsan, S.H .. M.H 
NIP. 195404171981111001 
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ABSTRACT 

/'his thesis entitled "The Analysis of Arbitral Tribunal Award between Philippines 
JJ1d China on the merits of maritime f eatures in the South China Sea ". The problem 
•-a, ·ed here is although the Philippine submission does not include the ownership of 

1<1ritime features and maritime·· delimitation. However, ·China refused to participated in 
-:,e arbitration process proposed unilaterally by the Philippines. This is a normative 
wdy employing approach of slalute, cases, and historical approaches. Data gathered 

-ram libra,y research inform of primary legal sources, such as obtained.from UNCLOS 
19 2, Tribunal award, journals, textbook, scholar opinions, court cases, jurisprudence, 
and the result of the recent symposium relqted S1t~ject.; The thercier source of law are 
'1kewise dictionary, and encyclopedia. All the daia analyzed descriptively and 
qualitatively through the deductive method in order to reach the conclusion. 

The findings in this thesis indicates that none of the maritime features in the South 
China Sea classified as an Island and entitled to the maritime zone as exclusive 
e anomic zone. Furthermore the imphcations of the Tribunal Arbitration award for 
Indonesia benefit that it can be used as the basis for the settlement of maritime bounda,y 
negotiations or provisional arrangement with neighbor countries in the south china sea. 

Keywords: Arbitral Tribunal, Maritime Features, South China Sea, United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam hubungan internasional antara negara sebagaimana pula hubungan 

antar individu tidak selalu berjalan dengan harmonis, seringkali mengalami 

ketidaksesuaian atau perbedaan pandangan tentang suatu masalah. Perbedaan 

pandangan tentang suatu masalah antara dua pihak inilah yang secara umum dikenal 

dengan sengketa (dispute). 1  Penyebab terjadinya sengketa dalam hubungan 

internasional dapat terjadi dikarenakan berbagai macam hal,2 baik alasan politis, 

ekonomi, bahkan hingga mengenai klaim kedaulatan wilayah. Pentingnya faktor 

wilayah bagi suatu negara hingga dapat menyebabkan terjadinya sengketa antar 

negara ialah adanya keinginan negara untuk mengekspansi kedaulatan wilayah 

negaranya serta untuk melakukan penguasaan terhadap potensi yang dimiliki oleh 

wilayah tersebut. Hingga saat ini sengketa mengenai klaim kedaulatan wilayah masih 

memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, tidak hanya berlaku bagi wilayah 

daratan namun juga termasuk wilayah perairan, tidak sedikit negara-negara pantai 

yang bersengketa dengan negara lain yang berdekatan, baik itu negara yang 

berhadapan maupun yang berdampingan. Obyek sengketa tidak hanya terbatas pada 

                                                             
1. Usmawadi dan Syahmin Ak., Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional., Unsri Press, 

Palembang, 2012., hlm. 1 
2. Sri Setianingsih Suwardi., Penyelesaian Sengketa Internasional., UI-Press, Jakarta, 2006., 

hlm. 1 

 



 

 

2 

wilayah laut saja namun juga fitur-fitur maritim yang berada di sekitar perairan 

tersebut. Salah satu perairan yang menyimpan banyak potensi sengketa di dalamnya 

ialah Laut China Selatan.  

Laut China Selatan adalah perairan semi tertutup yang terletak di sebelah 

barat Samudera Pasifik, yang terbentang mulai sebagian wilayah Singapura, Selat 

Malaka, hingga ke Selat Taiwan yang meliputi 3,5 juta km.3 Laut China Selatan 

berbatasan dengan tujuh negara pantai, yakni The People Republic of China 

(Republik Rakyat China), Filipina, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, 

Vietnam, dan Taiwan.4  

 
                                                             

3. EIA., “South China Sea US Energy Information and Administration”., 2008. Dalam    

http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS,“South-China-Sea-OilandNaturalGas-Glo

balSecurity. Diakses pada 24 September 2017. 
4. The Phillipines Memorial., “Republic of Phillipine v. People Republic of China”., 2014., 

hal. 17. Dalam https://pca-cpa.org/en/cases/. Diakses pada 24 September 2017. 

https://pca-cpa.org/en/cases/
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Setidaknya, terdapat tiga hal yang membuat Laut China Selatan menjadi perairan 

yang rawan akan sengketa, antara lain: .5 

1. Laut China Selatan adalah perairan yang kaya akan sumber daya alam, terutama 

minyak dan sumber daya lainnya, dengan beberapa pulau di sekitarnya yang 

menjadi perebutan klaim antara negara-negara pantai sekitarnya; 

2. Letaknya yang menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu poros navigasi 

internasional yang penting di dunia; dan  

3. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, sehingga banyak negara berupaya 

memperebutkan perairan yang strategis dan dinamis tersebut. 

Sengketa Laut China Selatan pada intinya ialah perosalan tumpang tindih 

klaim atas kepemilikan fitur-fitur maritim di Laut China Selatan oleh negara pantai 

yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, China serta Taiwan. Kesemua 

negara ini disebut dengan claimant state dan memiliki dasar masing-masing atas 

klaim tersebut6. Awal permasalahan kontemporer Laut China Selatan ialah pada saat 

RRC mengajukan nota protes terhadap Malaysia dan Vietnam ke United Nations 

Commission on the Limits of Continental Shelf pada tanggal 1 Desember 2009. 

Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012, RRC menerbitkan paspor yang di dalamnya 

                                                             
5. Poltak Partogi Nainggolan., “Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap 

Kawasan”., 2013., hlm. X. Dalam 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf. Diakses pada 24 September 
2017. 

6. Damos Dumoli Agusman., “Laut China Selatan : A Legal Brief”, Jurnal Hukum dan 

Perjanjian Internasional Opinio Juris, Vol 2, Mei-September 2016., hlm. 6  

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf,
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bergambar peta dengan sebutan nine dashed line (sembilan garis 

putus-putus), sekalipun tidak ada penjelasan secara resmi dari RRC, namun 

diperkirakan nine dashed line ini telah dijadikan sebagai basis untuk klaim title dan 

delimitasi maritim China. Nine dashed line sendiri pertama kali diklaim dibuat pada 

tahun 1947 dan baru menjadi perbincangan pada kalangan internasional pada tahun 

1993, dasar terbentuknya nine dashed line berdasarkan pada klaim historis yang 

dimiliki China atas perairan di Laut China Selatan. Kemudian, sengketa ini berada 

pada puncak kompleksitas, semenjak China sebagai claimant state mulai melakukan 

reklamasi atas fitur-fitur yang didudukinya7. Sulitnya menemukan solusi diplomatis 

atas sengketa ini kemudian menyebabkan Filipina mendaftarkan gugatan terhadap 

China kepada lembaga Arbitrase Tribunal berdasarkan Annex VII UNCLOS pada 22 

Januari 2013. 8  Dasar dari gugatan yang diajukan oleh Filipina tersebut ialah 

berdasarkan Pasal 281 UNCLOS,9 dan Pasal 287 ayat (3) UNCLOS.  

Materi gugatan Filipina ke Arbitrase Tribunal tidak menyentuh pada 

kepemilikan fitur-fitur maritim ataupun delimitasi maritim yang terdapat di Laut 

China Selatan, karena Tribunal tidak berwenang untuk mengadili dua isu ini. 

Mengingat RRC telah melakukan reservasi dan deklarasi yang menyatakan bahwa 

RRC tidak menghendaki sengketa mengenai kedaulatan atas fitur-fitur maritim 

                                                             
7. Ibid., hal. 7 
8. Huala Adolf., “Putusan Arbitrase Laut China Selatan”., Indonesia Arbitration Quarterly 

Newspaper, Vol.8, No. 3, September 2016., hlm. 21 
9. Permanent Court of Arbitration., “Award on Jurisdiction and Admissibility”., 2015., hlm. 

76. Dalam https://pca-cpa.org/en/cases/7/. Diakses pada 26 September 2017. 

https://pca-cpa.org/en/cases/7/,
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maupun delimitasi maritim diselesaikan melalui mekansime UNCLOS.10 Maka dari 

itu materi gugatan Filipina dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan keabsahan atas 

nine dashed line dan apakah fitur-fitur maritim adalah pulau yang berhak atas zona 

ekonomi eksklusif (ZEE) atau hanya berstatus elevasi surut yang tidak berhak atas 

zona apapun. Fitur- fitur maritim yang dimaksud dalam sengketa ini antara lain ialah 

Mischief Reef, Second Thomas Shoal, McKennan Reef, Gaven Reef, Subi Reef, 

Johnson Reef, Cuarteron Reef, dan Fiery Cross Reef. 11  Penjelasan mengenai 

fitur-fitur maritim dianggap penting mengingat masing-masing negara claimant state 

berusaha menafsirkan dan menginterpretasikan secara bebas fitur-fitur maritim yang 

terdapat pada perairan Laut China Selatan. Putusan Arbitrase Tribunal dimaksudkan 

membahas apek interpretasi UNCLOS guna membedakan status entitlement zona 

maritim terhadap high tide elevation dan low tide elevation.12  

Indonesia bukanlah claimant state atas salah satu fitur-fitur maritim di Laut 

China Selatan, namun yang membuat Indonesia terlibat dalam sengketa Laut China 

Selatan ialah keberadaan salah satu dari nine dashed line RRC yang terletak di 200 

mil klaim ZEE dan potensi Landas Kontinten Indonesia. Indonesia secara tegas 

menolak klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)/Landas Kontinen RRC di Perairan 

                                                             
10. Stephen Fietta dan Robin Cleverly., A Practitioner Guide To Maritime Boundary 

Delimitation., Oxford University Press, Oxford United Kingdom, 2016., hlm. 139 
11. The Philippines Memorial., “Arbitration Under Annex VII of The United Nations 

Conventions on The Law of The Sea”, Vol 3, Maret 2014., hlm. 20. Dalam 

https://pca-cpa.org/en/cases/. Diakses Pada 28 September 2017. 
12. Ahmad Almaududy Amri., “Putusan Arbitral Tribunal mengenai Fitur Maritim di Laut 

China Selatan”., Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris, Vol. 2, Mei-September 

2016., hlm 40 

https://pca-cpa.org/en/cases/
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Natuna berdasarkan salah satu nine dashed line, dikarenakan tidak berdasarkan atas 

peraturan hukum internasional. Maka dari inilah penafsiran dianggap perlu bukan 

hanya bagi negara-negara claimants state namun juga bagi non claimants state 

seperti Indonesia guna membantu banyak negara dalam merundingkan batas - batas 

maritimnya.13  

Republik Rakyat China (RRC) telah menyatakan menolak untuk hadir dalam 

penyelesaian perkara ini, diketahui melalui nota verbal yang dikeluarkan RRC 

sebagai bentuk tanggapan atas notifikasi Filipina, yang disampaikan baik kepada 

pihak Filipina, Arbitrase Tribunal maupun Permanent Court of Arbitration (PCA) 

selaku registry dari penyelesaian sengketa ini, 14  dan bahkan menyatakan tidak 

terikat dengan keputusan Arbitrase Tribunal dengan dalih Tribunal tidak berwenang 

menyelesaikan perkara mengenai kedaulatan dan delimitasi maritim. Namun sesuai 

dengan ketentuan Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS Tribunal tetap menyelesaikan 

perkara ini dengan ataupun tanpa kehadiran RRC. Putusan Arbitrase Tribunal ini 

bersifat final dan mengikat. Final artinya putusan arbitrase tidak dapat diadakan 

upaya hukum lagi, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut mengikat bagi para 

pihak terutama pihak yang bersengketa. 15  Hal ini berdasarkan atas Pasal 296 

UNCLOS (Sifat tingkat akhir dan kekuatan mengikat keputusan), walaupun RRC 

                                                             
13. Ibid., hlm. 41 
14. PCA Press Release., “The South China Sea Arbitration (The Republic of Phillipines v 

The People’s Republic of China)”., 2016. Dalam https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release- 

the-south-China-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-China/. 

Diakses Pada 28 September 2017  
15. Mudakir Iskandar Syah., Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase., 

Calpulis, Yogyakarta, 2016., hlm. 71 

https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/
https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/
https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/
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tidak ikut serta dalam penyelesaian sengketa dan tidak mengakui hasil putusan 

tersebut namun baik RRC dan Filipina telah terikat hasil putusan tersebut, tidak 

hanya kedua negara dalam sengketa namun penafsiran Tribunal telah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal UNCLOS yang ditafsirkannya, oleh sebab itu 

tafsir ini berlaku untuk semua negara pihak (erga omes) sehingga juga mengikat bagi 

Indonesia dan RRC.16 

Mengingat inti permasalahan sengketa Laut China Selatan ialah mengenai 

tumpang tindih kepemilikan atas fitur-fitur maritim di Laut China Selatan maka 

fokus permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai analisis putusan Arbitrase 

Tribunal terhadap status hukum dari fitur maritim dan seberapa besar implikasi hasil 

putusan Arbitrase Tribunal tersebut terhadap penyelesaian sengeketa di Laut China 

Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Tribunal antara Filipina dan 

China Atas Fitur - Fitur Maritim di Laut China Selatan” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membatasi 

permasalahan mengenai: 

1. Bagaimanakah status hukum terhadap klaim fitur-fitur maritim di Laut China 

Selatan setelah adanya putusan dari Arbitrase Tribunal? 

                                                             
16. Op.cit., Damos Dumoli Agusman., hlm. 21 
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2. Bagaimanakah implikasi putusan Arbitrase Tribunal terhadap overlapping claim 

Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan The People’s Republic of China 

(Republik Rakyat China)? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah 

untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam 

menyajikan data secara akurat serta dapat memberikan manfaat. Berdasarkan hal 

tersebut maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan fitur-fitur maritim di Laut  

China Selatan  

2. Untuk mengetahui klaim-klaim kedaulatan Filipina dan China atas Fitur-Fitur 

Maritim di Laut China Selatan 

3. Untuk mengetahui dampak putusan arbitrase tribunal terhadap overlapping zone 

antara China dan Indonesia di Perairan Natuna 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a) Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menjawab keingintahuan 

terhadap permasalahan yang diteliti, serta dapat menunjang perkembangan 

ilmu hukum;  
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b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya 

dalam Penyelesaian Sengketa Internasional dan Hukum Laut Internasional; 

dan 

c) Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta 

bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

 Diharapkan penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat 

umum berupa tambahan pengetahuan dan pemahaman referensi mengenai 

penyelesaian sengketa di bidang laut internasional berdasarkan Konvensi Hukum 

Laut 1982. 

 

E. KERANGKA KONSEPTUAL 

Dalam pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa terminologi yang 

akan digunakan. Untuk meminimalisir terjadinya penafsiran ganda terhadap 

terminologi tersebut maka penulis berikut ini akan menjabarkan definisi terminologi 

yang akan digunakan antara lain: 

1. Arbitrase Tribunal 

Di dalam Black’s Law Dictionary Arbitrase diartikan sebagai suatu 

metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang 
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bersifat neutral (tidak memihak) yang biasanya disepakati oleh pihak-pihak yang 

bersengketa dan keputusannya bersifat mengikat17.  

Arbitrase yang dimaksud dalam sengketa ini bukanlah penyelesaian 

sengketa melalui Arbitrase secara komersial, namun lembaga Arbitrase menurut 

Annex VII UNCLOS, yang khusus menangani sengketa di bidang Laut 

internasional. 

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) mengenal adanya choice of 

procedure dalam lembaga penyelesaian sengketa dalam konvensi. Konvensi 

menyediakan empat badan internasional, dan negara pihak bebas memilih satu 

atau lebih atau seluruh pilihan lembaga penyelesaian sengketa internasional atau 

menolak jurisdiksi satu atau lebih lembaga penyelesaian sengketa tertentu 

dengan memberikan choice of procedure secara tertulis pada saat meratifikasi, 

menandatangani, mengaksesi konvensi, atau kapapun setelah waktu tersebut, 

apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam sengketa belum 

menentukan choice of procedure, maka dianggap menerima penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase menurut annex VII.  

Arbitrase Tribunal ialah penyelesaian sengketa oleh arbitrator yang 

bertujuan bahwa para pihak yang bersengketa akan tunduk kepada putusan yang 

                                                             
17. Bryan A Garner., “Black’s Law Dictionary”., 8ᵀᴴ Edition., 2004., hlm. 321. Dalam 

http://www. republic- sg.info/Dictionaries/2004_Black%27s-Law-Dictionary-Edition-8.pdf-2004. 

Diakses pada 30 September 2017. 

http://www.republicsg.info/Dictionaries/2004_Black's-Law-Dictionary-Edition-8.pdf-2004.
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telah ditetapkan. Arbitrator yang menangani sengketa ini dipilih oleh negara 

pihak yang bersengketa haruslah merupakan orang yang berpengalaman dalam 

masalah maritim dan mempunyai reputasi tertinggi dalam hal keadilan, 

kemampuan dan integritas. Putusan Arbitrase Tribunal ini bersifat mutlak dan 

tidak dapat dibanding, kecuali para pihak yang terlibat dalam sengketa telah 

bersepakat sebelumnya mengenai suatu prosedur banding. 

2. Fitur-Fitur Maritim 

       Fitur - fitur maritim yang menjadi obyek sengketa di Laut China Selatan 

antara lain terbagi ke dalam 3 wilayah geografis kepulauan yaitu Kepulauan 

Paracel terletak di sebelah utara, Scarbrough Shoal di sebelah timur, dan 

Kepulauan Spartly di sebelah tenggara perairan Laut China Selatan. Dalam 

penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Tribunal yang menjadi obyek sengketa 

ialah hanya Scarbrough Shoal, dan fitur - fitur kecil di Kepulauan Spartly.18 

Scarborough Shoal berjarak sekitar 120 mil laut dari Filipina dan  sekitar 350 

mil laut dari RRC. Scarborough Shoal adalah rantai karang yang berbentuk 

segitiga yang memiliki enam batuan yang berada di atas permukaan laut ketika 

air pasang. Pulau Spartly adalah gabungan sekitar 150 fitur, yang banyak 

diantaranya merupakan karang, daratan pasir, dan elevasi surut. Bagian selatan 

                                                             
18. The Phillipines Memorial., “Arbitration Under Annex VII of The United Nations 

Conventions on The Law of The Sea Vol III”., 2014., hlm. 4. Dalam https://pca-cpa.org/en/cases/7/. 

Diakses pada 26 September 2017. 

https://pca-cpa.org/en/cases/7/
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pulau spartly ini hanya berjarak antara 50 mil laut hingga 350 mil laut dari Pulau 

Palawan di Filipina dan kurang lebih 550 mil laut dari RRC Kepulauan Hainan.19 

Fitur-fitur maritim yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini 

antara lain yaitu antara lain : Mischief Reef, Second Thomas Shoal, McKennan 

Reef, Gaven Reef, Subi Reef, Johnson Reef, Cuarteron Reef, dan Fiery Cross 

Reef.20 

Putusan Arbitrase Tribunal dalam sengketa ini ialah salah satunya 

bertujuan untuk penegasan terhadap sejumlah fitur maritim di Laut China 

Selatan yang merupakan bagian dari perairan dan tidak berhak atas zona maritim 

apapun. Selain itu mengingat banyaknya istilah teknis yang digunakan dalam 

fitur-fitur maritim antara lain rocks,reefs,islet,cay dan banks. Istilah tersebut 

perlu dipahami dalam putusan Arbitrase Tribunal, khususnya untuk mengetahui 

klasifikasi entitlement zona maritim terhadap seluruh zona maritim yang 

dimaksud.21 

3. Laut China Selatan 

Laut China Selatan adalah perairan semi tertutup yang terbentang dari 

Selat Karimata di selatan, Selatan Taiwan di utara, dari daratan Asia Tenggara di 

sebelah barat hingga ke Filipina di bagian timur. Daerah ini memiliki luas 3,5 juta 

kilometer persegi dengan ratusan karang, daratan pasir, maupun pulau-pulau kecil 
                                                             

19. Ibid., hlm. 4 
20. Loc.Cit., The Philippines Memorial., hlm 20 
21. Op.cit., Ahmad Almaududy Amri., hlm. 41 
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yang beberapa diantara fitur tersebut tenggelam ketika air pasang. Daratan di 

wilayah Laut China Selatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok kepulauan dan 

sebuah daratan yang kadangkala tenggelam. Tiga kelompok kepulauan itu antara 

lain ialah Kepulauan Pratas yang terletak 230 mil laut tenggara Hongkong dan 

barat daya Taiwan, Kepulauan Spartly yang merupakan kepulauan terbesar di 

Laut China Selatan, terletak di bagian selatan perairan Laut China Selatan, terdiri 

lebih dari 100 pulau-pulau kecil, karang serta daratan pasir, serta daratan 

Macclesfield yaitu daratan yang kadangkala tenggelam yang terletak di sebelah 

tenggara kepulauan Paracel, dan kira-kira terletak di tengah perairan Laut China 

Selatan.22 

 

F. METODE PENELITIAN 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini ialah penelitian 

hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena 

pembahasan dalam penelitian ini mengenai deskriptif analitis yaitu analisis 

mengenai putusan Arbitrase Tribunal sebagai badan yang berwenang menyelesaikan 

sengketa Laut China Selatan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian pustaka 

                                                             
22. Agung Satyawan., “Komunikasi negoisasi China terhadap penyelesaian sengketa Laut 

China Selatan”., Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 3 No. 2, Juli 2010., hlm. 3 
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atau studi dokumen23. Penelitian ini dikatakan sebagai peneltian pustaka atau studi 

dokumen dikarenakan penelitian yang akan digunakan lebih banyak data yang 

bersifat sekunder yang berada di kepustakaan. Data sekunder meliputi buku-buku, 

hasil penelitian, dan jurnal-jurnal.  

2. Jenis Pendekatan 

 Jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah jenis 

pendekatan peraturan (Statue Approach) dan pendekatan historis (Historical 

Approach)  

a. Pendekatan Peraturan (Statute Approach) 

Pendekatan melalui semua peraturan internasional dan nasional yang berkaitan 

dengan skripsi ini terutama peraturan mengenai penyelesaian sengketa dan laut 

internasional. 

b.  Pendekatan Sejarah (Historical Approach)  

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang terjadinya 

sengketa di Laut China Selatan dan apa yang melatarbelakangi klaim-klaim 

Filipina dan RRC atas fitur-fitur maritim serta perkembangan atas sengketa 

Laut China Selatan. 

 

                                                             
23. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat)., Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2001., hlm.29  
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c.  Pendekatan Kasus (Cases Approach) 

Pada jenis penelitian pendekatan kasus pendekatan yang digunakan adalah 

dengan menelaah kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam 

penelitian ini kasus yang dimaksud ialah kasus mengenai sengketa Laut China 

Selatan. Hal pokok yang dikaji dalam putusan tersebut adalah bagaimana 

Mahkamah Arbitrase dapat sampai pada suatu keputusan hingga dapat 

dijadikan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana teori-teori dalam laut 

internasional dapat menuntun Mahkamah Arbitrase dalam memutus 

perkaranya. 

3. Sumber Data/Bahan Hukum 

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang 

dapat berupa: 

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum mengikat berupa peraturan-peraturan 

yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, seperti 

konvensi internasional dan peraturan lainnya yang dapat menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah  

1. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS)   
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2. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 

b)  Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi : 

1. Buku-buku literatur; 

2. Hasil penelitian, seminar, sosialisasi dan penemuan ilmiah lainnya; 

3. Jurnal-jurnal internasional dan nasional; dan 

4. Ketentuan lainnya yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan objek    

kajian penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yang meliputi: 

1. Koran atau harian, jurnal dan majalah; 

2. Internet; dan 

3. Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan. 
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